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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembanglrnan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke

dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1

(satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2OI7 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.
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Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterangan:
...; diperhatikan

S dipedomani danf atau diacu
* dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2OI7 dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2O2O

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 27gol

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa2Ll;

t
I
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47OO).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2OI4 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

,g) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1L4, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembararr

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 187 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OL7 Tentang Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI8 Tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9

Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2O2O;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tent4ng Pelaksanaan

Pencapaian Tuj uan Pemban gunan Berkelanj utan ;

16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2OI9 Tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta

Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2Ol8;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2OI9 Tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;
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20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

2L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talr.un 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2I tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tantang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2OO8 Nomor 04);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OI2

Nomor 01 Seri D);

2S.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2O Nomor 8).

2g.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2OI9 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2OI8-2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OL9

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2022 Nomor 4);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2O2L tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2I-2O4I

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2I Nomor 2);

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2O26;

32.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit

Daerah Kabupaten Nganjuk;

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O25;

36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3. 1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program,

kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran lpagu indikatif pada

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun

2025.

L.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,

indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam

arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana

Strategis Perangkat Daerah; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggararr, serta pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2025.
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1,4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II

BAB III

BAB IV

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGI{AT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja BPKAD sebagai salah satu fungsi untuk
mengetahui capaian kineda yang dilakukan oleh BPKAD melalui capaian

kinerja programf kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pemerintah Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja programf kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program

Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perenc anaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.t Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OI8-2O23

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OI8-2O23)

1 dokIOOo/o1 dok 1 dok1 dok3 dokJumlah dokumen DPA
SKPD dan laporan hasil

2O1 | 04 i Koordinasi dan penS,rrsunan
i , dokumen DPA SKPD

o1o2

3 dok: I dok I dok I dok 1 OOVo 1 dokJumlah dokumen
Perubahan RKA SKPD
dan laporan hasil
koordinasi pen5rusunan
dokumen Perubahan
RKA SKPD

Koordinasi dan penyusunan
dokumen Perubahan RKA
SKPD

030 1 20 1o2

Koordinasi dan penyusunan
dokumen RKA SKPD

Jumlah dokumen RKA
SKPD dan laporan hasil
koordinasi penyusunan
dokumen RKA-SKPD

a dok I dok 1 dok
I

1 dok
..

I

lOO o/o 
: 1 doko201 201

40 o/o 5 dok3 dok 5 dok 2 dohPenyusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah

Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah

15 dok
20 I 0 I5 o2 01

47o/" 83o/o lO0o/oLOOo/oLgOo/"lOOo/oPersentase dokumen
Pererrcanaan
perangkat daerah
vang tersusun

Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah

o
2

o
1

201

a28080 a286Nilai SAKIP lSistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
BPKAD

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota

o
1

Bidang Urusan Keuangan5 o
2

Urusan Penerintahan Unsur ',

Penunjang Urusan
Pemerintahan

1 1={10/4110=(5+7+9)I8=(7 /616l 754J21

Realisasi
capaian
progrem dan
kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun2O24l

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
Peranglat
Daerah)
Tahun2024

Tingkat
Realisasi
(%o) Tahun
(2o2sl

Realisasi
Renja
Peranglat
Daerah
Tahun 2023

Target Renja
Peranglat
Daerah
Tahun
(2023)

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
kegiatan s/d
Tahun(2O221

Target Kinerja
Capaian
Program (RPD

| 2024-2026

Indikator Kine{a
Frogram
(outcome)/Kegiatan
(output)/Sub Kegiatan
(sub
output)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerinta-han Daerah dan
Program/kegiatan

Kode rekening

Perkiraan realisasi capaian
target rensba perangkat
daerah s/d tahun berialan

Target dan Realisasi Kine{a Program dan
Kegiatan Tahun I.aIu (2O231

Trnglat
capaian
re^lisasi
target
renstra (7d

o
2

5

5

5

o2
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5

5

LOOo/"lOOo/"LOOo/olOOo/o4oo/oLOOo/"Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Persentase dokumen
administrasi Barang
Milik Daerah

2o3o
1

o
2

5

17 laporanlOOo/o17 laporan17 laporar:21 laporan07 Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan
bulanan / triwulanan / semestera
n SKPD

Jumlah laporan
keuangan
bulanan / triwulanan / se
mester€ur SKPD dan
laporan koordinasi
penyusunan laporan
keuangan
bulanan / triwulanan / se
mesteran SKPD

5 1 laporan5 o2 01 202

1 ooo/o 1 laporarI laporan1 laporanI laporar:laporanKoordinasi dan penyusunan
laporan keualgan akhir tahun
SKPD

Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
SKPD dan laporan hasil
koordinasi pen1rusunan
laporan keuangan
akhir tahun SKPD

05202o2 05

46 orglbl9Oo/"42 orglbl46 orglbl42 org/bl138 orglblnJumlah orang yang
menerima gaji dan
tuniansan ASN

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

o1202o1o25

IOO/"85"/o62"/o7Lo/o100%Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase dokumea
administrasi
keuangan perangkat
daerah Yans disusun

2o.2o
1

5 o
2

3 laporarIOOo/o3 laporar:3 laporan3 laporar16 laporanJumlah laporan
Evaluasi kinerja
perarrsl<at daerah

Evaluqsi kinerja perangkat
daerah

o701 20ro2

4 laporanloo oh4 laporar4 laporan6 laporan12 laporanJumlah laporan
laporan capaian kinerja
dan iktrtisar realisasi
kineqia SKPD dan
laporan hasil
koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kineria SKPD

Koordinasi dan penyrrsunan
laporan capaian kine{a dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0620ro2 015

I doklOOo/o11 dokI dokumen3 dokJumlah dokumen
Perubahan DPA SKPD
dan laporan hasil
koordinasi pen5rusunan
dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan
dokumen Perubahan DPA
SKPD

0520ro1o2

koordinasi penJmsunan
dokumen DPA-SKPD
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10 iaporani

:

lOOo/"7 laporan 10 laporanr

)

30 laporan 10 laporanJumlah laporan
fasilitasi kunjungan
tamu

Fasilitasi kunjungan tamu08

3 dok

1

I

l

IOOo/o3 dok

:

3 dokPenyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan

Jumlah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang
disediakan

9 dok06o2 01 206

lOOo/o 1 pakel1 paket 1 paket3 paket I 5 pakelJumlah paket barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan

05 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan

20602 o 1

Jumlah paket bahan
logistik yang
disediakan

3 paket 
r 1 paket 1 pakelPenyediaan bahan logistiko 1 206 0402

1000.0 I pakel1 paket1 paket8 paket3 paketJumlah paket peralatan
rumah tangga yang
disediakan

Penyediaan peralatan rumah
tangga

03o1 206o2

3 paketJumlah paket
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan

9Oo/"53%Persentase fasilitasi
dan Koordinasi bagian
u'num yang
dilaksaaakan

100%Administrasi Umumo
2

o
1

20,6

1 50 orpl650/"243 ort150 org186450 orgJumlah orang yang
mengikuti Bimbingan
telcris implementasi
peraturan perundang-
undangan

11 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan

205o2 o 15

150 ore22jo/o324 orc150 org214 orp450 orgJumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi
peraturan perundang-
undanean

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

1020501o2

2 paketPengadaan Pakaian Dinas
beserta atribut
kelenekapannva

Jumlah paket pakaian
dinas beserta atribut
kelenekaDan

ol 205 o25 o2

lOOo/o2lSo/"2LS o/o75 o/"49 o/"lOOo/oAdmiaistrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase
administrasi
kepegawaian
oerangkat

o
1

2055 o
2

2 laporanIOOYo27aporan, 2 laporan3 laporan6 laporanJumlah laporan
penatausahaan BMD
pada SKPD

Penatau sahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

06203015 o2

Perangkat Daerah
yang disusun

5

68"/" 760/" 100%

lOOo/o

lOOo/o I paket

I5

5

5

5

5

o2 o1 206 o1 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ p enerangan bangunan
kantor

1

1

J

,5 o2 o1 206

T2



10 unit 110 unit2O9 : OS . Pemeliharaan Mebel Jumiah mebel yang
dipelihara

10 unit30 unit01o25

lOOo/ol2O"/"L2O"/olOOo/o100%10()%Pemeliharaan Barang Milik
Daerah p"1 'njang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase BMD SKPD
yang dipelihara

2o.9

12 laporarIOOa/o12 laporatt.
1

lapor-arr

i

I

J.OOo/o36laporanr24 laporari 36

3 laporar3 laporan,4 laporaa I25o/o401 l Penyediaan Jasa Surat
, Menyrrat

Jumlah laporan
penyediaan Jasa Surat
menvurat

9 laporan

115%LS"/"1lOOo/"; Penyediaan Jasa Penunjang I

Urusan Pemerintah Daerah ,,

Persentase jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah
yang tersedia

lOOo/"100%

44 lunilPengadaaa Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumiah unit peralatan
dan mesin lainnya yang
disediakan

1O2o/o132 unit 4544230620710o25

115 unitl46Yo168 unitunlt5117 unit345 unitI 05 ; Pengadaan Mebelor | 207 : Jumlah unit mebel
, vane disediakan

LOOo/oll4"/"L!4V"OO"/o1LOO"/"100%Persentase BMD
SKPD yang diadakan

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

207o
1

o
2

5

2 dok6 dok

200 dol1O8o/o208 dol200 dolc

I

12 dok600 dokPenatau sahaan arsip dinamrs
pada SKPD

Jumlah dokumen
penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

10206

lOOo/o36 laporar36 laporanr70 iaporanPenyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

Jumlah laporaa
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD

108 laporan5

5

3609206o2

o2

01

01

5 o2 01 206 11 Dukungan pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

o2

o
2

o2

o
1

01 208

2o8

o2 01 204 o2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

0 208 o4 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan

Jumlah dokumen
dukungan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

SKPD

Jumlah laporan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

disediakan
Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kaator disediakan

Jumlah kendaraan
dinas operasional atau
lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan pajak dan

108 laporan

36 laporan

57 unit

OYo

t2t

2 dok

19 unit

5

100%

5

36

5

5

5

o2 I2 t2

o
1

o
2

o2 o1 o2209 18 unit 19 unit unit23

10 unit

13



5 o2 01

o2

o2 o2 20r

o2 o2 20r 08

o2

o
2

5

5

5

5

5 Koordinasi dan penyrrsunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Jumlah dokumen
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

09120o2o2

Koordinasi dan peny'usunan
Peraturan Daerah tentang
P.APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran

Jumlah Perda tentang
P.APBD dan Perkada
tentang Penjabaran P.
APBD

5 dok5 dok5 dok15 dok 5 dok

P

2 doklOOo/(dok2dok2 dok2Koordinasi dan penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penj abaran
APBD

Jumlah Perda tentang
APBD dan Perkada
tentang Penjabaran
APBD

6 dok07

Koordinasi Penyusunan dan
verifikasi Perubahan DPA
SKPD

Jumlah Perubahan
DPA SKPD yang
diverifikasi

06120o2o25

Jumlah DPA SKPD
vane diverifikasi

Koordinasi Penyusunan dan
verifikasi DPA SKPD

0520Lo2o25

Jumlah Perubahan
RKA SKPD yang
diverifikasi

Koordinasi Penyusunan dan
verifikasi Perubahan RKA
SKPD

o4I20o2o2

Jumlah RKA SKPD
I yang diverifikasi

Koordinasi Penyrr sunan dan
verifikasi RKA SKPD

0320to2

dok

I

ooo/d
:

j

I

dok

:

2I2dok226 dokKoordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahar PPAS

Jumlah dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang
disusun

o2I20o2o25

2 dokIOOo/a2 dok2 dok:2 dok6 dokJumlah dokumen KUA
dan PPAS vang disusun

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

0120102o25

LOOYo:
I

I

I

LOO"/"'
:

lOOo/o84"/",LOO"/"Koordinasi dan Pen5rusunan
Rencana Anggaran Daerah

Persentase dokumen
anggaran daerah
(APBD dan P. APBD)
yang disusun tepat
waktu

20Lo
2

lOOo/o62Y":,

:

LOOo/"LOOo/ollOOo/"Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

Persentase kepatuhan
OPD dalam
pen5rusunan dokumen
keuangan daerah
sesuai Standar

o
2

o
2

5

unit
:

i

i

iroool1 unilunit

:

I unit13 unitPemeliharaan / Rehabilitasi
gedung kaator dan bangunan
lainnya

Jumlah gedung kantor
dan bangunan lainnya
yang dipelihara/
direhabilitasi

0920901

10 unit12 unit r Iroo/<10 unit30 unitunit30Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan darr
mesin lainnya yang
dipelihara

06209

t4



5 dol155 dok515 dokPenyrsunan petunjuk teknis
administrasi keuangan yang
berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran kas serta
penatausahaan dan
pertanggungiawaban
subkesiatan

Jumlah dokumen
petunjuk telceis
administrasi keuangan
yang berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
penatausahaan dan

202 10o2

65O dok
t

:

I

I

11660650295 dok1.950 dokJumlah dokumen hasil
rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
pemungutan da-n
pemotongan atas SP2D
instansi terkait

Rekonsiliasi data penerimaan
dan pengeluaran kas serta
pemungutan dan pemotongan
atas SP2D dengan instansi
terkait

09202o2o2

I dok11 dok 1 dokI3 dokJumlah dokumen hasil
koordinasi kerjasama
dan pemantauan
transaksi non tunai
dengan lembaga
keuangan barrk dan
bukan bank

Koordinasi pelaksanaan
kerjasama darr Pemantauan
Tralsaksi Non tunai dengaa
lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan bukaa bank

06202o2o2

92 doklooo/<92 dok 92 dok95276 dokJumlah dokumen hasil
koordinasi fasilitasi
asistensi sinlironisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan dana
transfer lainnva

Koordinasi fasilitasi asistensi
sinkronisasi supervisi
monitoring dan evaluasi
pengelolaan dana perimbangan
dan dana transfer lainnya

05202o25 o2

208 dok2000/,416 dok208 dok208624 dokJumlah dokumen hasil
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Penyiapan Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

03202o2o25

9.0O0 dok940/<8.948 dok.9.000 dok7.453 dok27.000 dokJumlah dokumen hasil
koordinasi dan
penqelolaan kas daerah

Koordinasi dan Perrgelolaan
Kas Daerah

01202o2o2

77o/o7l57o/olooyoPersentase OPD yang
mendapatkan
pembiaaan
peagelolaan keuangan
daerah

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

2o2o
2

o
2

5

Pembinaan Penganggaran
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang
mengikuti pembinaan
pengangga,ran daerah
Pemerintah
Kabuoaten/Kota

13201o2o25

5

5

5

5 o2

15



Jumlah dokumen
Kebijakan darr
panduan teknis
operasional
oenvelenssaraan

Penyusunan Kebijakan dan
panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi
Pemerintah Daerah

09203o2025

2 dokI2 dok 2 dok1 dok6 dokJumlah dokumen hasil
Koordinasi Sinlironisasi
dal penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian
daerah

Koordinasi Sinkronisasi dan
penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
kerugian daerah

07o2 203o25

1 doklooo/,1 dokI dok1 dok3 dokJumlah dokumen
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD

Penyu sunan tanggapan / tindak
lanjut terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungi awaban
Pelaksanaan APBD

o6o2 203o25

2 dok12 dok2 dok 2 dok6 dokJumlah Raperda
tentang
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dar
Raperkada tentang
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Koordinasi dal penyusunan
rancangan Peraturan Daerah
tentarg Pertanggungi awaban
pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabuoaten/Kota

o520302o25

4 laporanloool4 laporan4 laporan4 laporan12 laporanJumlah laporan
pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanarr
dan Semesteran

Koordinasi pen5 rsunan
laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD Bulanar
Triwulanan dan Semesteran

o3203o2o25

11 dok11 dok11 dok18 dok33 dokJumlah dokumen hasil
Rekonsiliasi dan
verifikasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban

Rekonsiliasi dan verifikasi aset
kewajiban ekuitas pendapatan
belanja pembiayaan
pendapatan-LO dan beban

0220302o25

LOOo/olOO"/o100%LOOVIPersentase dokumen
Pertaaggungjawaban
pelaksaaaan APBD
vang disusun

Koordiaasi dan Pelaksanaan
Akuntarsi daa Pelaporan
Keuangan Daerah

2o3o
2

o
2

5

pertanggungiawaban
subkesiatan

t6



LOOo/olOTo/oLOTo/oLOOo/"74o/olOOo/"Persentase OPD yang
menerapkan

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

20Lo
2

o
3

5

lOOo/oLO7"/o1O7"/olO0o/o100%Persentase OPD yang
menerapkan
peagelolaan BMD
sesuai standar

Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah

o
3

o
2

5

100 orp240124 orp100 ore104 org300 orgJumlah orang yang
mengikuti pembinaan
SIPD bidang keuangan
daerah pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembinaan Sistem Informasr
Pemerintah Daerah bidang
keuangan daerah pemerintah
Kabupaten/Kota

205 03
)
j

')

o2o25

24"/o24"/otOOVoPengelolaan data dan
implemeatasi Sistea
Informasi Pemerintah Daerah
lingkup keuangan daerah

Persentase OPD yang
mendapatkan
pembiaaaa
implementasi SIPD

2o5o
2

o
2

5

lOOo/" I 2 laporart2 laporarr2 laporan1 laporan6 laporanJumlah penyaluran
belanja bagi hasil
Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan

Pengelolaan dana bagi hasil
Kabupaten/Kota

10204o2o2

4 laporanIOOo/o4 laporan4 laporan3 laporan12 laporanJumlah penyaluran
dana darurat dan
mendesak yang
dilaksanakan

Pengelolaan dana darurat dan
mendesak

09204o2o25

6 laporanIOOo/o6 laporan6 laporan7 laporan18 laporanJumlah laporan hasil
Analisis Perencalaan
dan penyaluran
bantuan keuangal

Analisis Perencanaan dan
penyaluran bantuan keuangan

08204o2o25

LOOo/oLOOo/oLOOo/o83"/cl0Oo/oPersentase penyaluran
dana kewenaagan
pengelolaan keuangan
daerah yang
dilakukan

Penunjaag Urusan
kewenangaa pengelolaan
keuangan daerah

2o,4o
2

o
2

5

11 150 org155 org150 org104 org450 orgJumlah orang yang
mengikuti pembinaan
akuntansi pelaporan
dan
Pertanggungiawaban
pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembinaan akuntansi
pelaporan dan
Pertanggungiawaban
pemerintah Kabupaten / Kota

1120302o25

Jumlah dokumen
Sistem dan prosedur
akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan
prosedur akuntansi dan
Pelaporan Keuangar
Pemerintah Daerah

10203o2025

akuntansi Pemerintah
Daerah

5

l7



26 dok500113 dok265078 dokOptimalisasi penggunaan
pemanfaatan
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan Penghapu san
Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen hasil
Optimalisasi
penggunaan
pemanfaatan
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

1020ro3o25

30 laporanIOOo/(30 laporar30 laporan27 laporan9O laporanJumlah laporal hasil
penilaian BMD dan
hasil koordinasi
oenilaian BMD

Penilaian Barang Mifik Daeralr0820ro3025

4 laporanroool4 laporar4 Iaporar.4 laporar:12 laporanJumlah hasil
pengamanan BMD

Pengamanan Barang Milik
Daerah

0720103o25

52 laporan1000152 laporar52 laporan52 laporar156 laporanJumlah laporan hasil
inventaris (LHI) Barang
Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik
Daerah

0620ro3o25

52 dok1000152 laporar52 laporan52 laporar156 laporalJumlah laporan
penatausahaan BMD

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

o520r03o25

1 dok1000/<1 doli113 dokJumlah kebijakarr
pengelolaan Barang
Mifik Daerah

Penyusunan Kebljakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

o420ro3025

52 doklOOo/(52 dol52 dol52 dok156 dokJumlah rencana
kebutuhan BMD

Pen5,'usunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

0320t03o25

52 doklOOo/t52 dol52 dol52 dok156 dokJumlah standar harga
yang disusun

Penyusunan Standar Harga01201o3025

peagelolaan BMD
sesuai standar

18



Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing

indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan

target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2023 dapat dianalisis

faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja,

implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah, serta kebijakan ltindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel

berikut:

Tabel2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Sangat Tinggi1. >- 9lo/o
Tinggi2. 760/o 3 9Oo/o

Sedang3. 660/o 3 75o/o

Rendah4. 5lo/o 3 650/o

Sangat Rendah5. < 50%

PredikatNo. Intenral Nilai

Sangat Tinggi

Kebijakan Yang
Diambil

Sangat Tinggi

Kebijakan Yang
Diambil

IOOo/o

Implikasi Terhadap
Target Renstra PD

ro7%

Implikasi Terhadap
Target Renstra PD

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah
Faktor Penyebab

Ketepatan waktu
sesuai dengan
tahapan dan jadwal
penvusunan APBD
Program Pengelolaan
Barans Milik Daerah
Faktor Penyebab

Kerjasama Tim, Baik
BPKAD, BPN dan
Pemerintah Desa

Program Perangkat
Daerah Capaian KinerJa Predikat

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023
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2,2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Nganjuk berdasarkan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta

Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness/ dan

indikator kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah.
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Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

lOOo/olooyoIOOVc,TOOo/olOOo/olOOo/"100%lOOo/olOOV"LOOo/olOOo/o2 Persentase OPD yang
menerapkan
pengelolaan barang
milik daerah sesuai
standar

lOOo/o1000hLOOohtOOo/"t0006LOOOAtoo%lo006roo%lOOo/oIOOo/"Opini BPK
terhadap
LKPD

Persentase OPD yang
menerapk€rn
pengelolaan keuangan
daerah sesuai standar

1
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2,3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.r Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang

Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan BPKAD secara umum telah dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam

Renstra 2024-2026.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Pengelola keuangan dan aset daerah belum mempunyai

pengetahuan yang memadai dalam penyusunan dokumen

penganggarar:., penatausahaan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Pemahaman terkait tupoksi dan jumlah tenaga pengelola

keuangan di SKPD masih kurang, sehingga pengelola keuangan

di SKPD arus merangkap tugas yang bukan menjadi tupoksinya.

c. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang

perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk

(Hibah, Sumbangan, dsb).

d. Sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset

tanah karena pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan

proses yang saling terkait dan harus melibatkan beberapa pihak

(antara lain BPN, desa/kelurahan, kecamatan, tetangga, dan ahli

waris). Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap

percepatan penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan

anggaran
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Tujuan Pembangunan Kabupatan Nganjuk sebagaimana tertuang

dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2046 adalah "MENINGI{ATNYA

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK " dan sasarannya

adalah "MENINGI{ATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF,

SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA". Untuk itu, BPKAD mempunyai

tugas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dengan meningkatkan

tata kelola keuangan daerah dengan indikator opini dari BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2OI7, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program

pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17

Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gtzi,

dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi

seluruh orang di segala usia.

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang

berkelanjutan bagi seluruh orang.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta

modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan

berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan

yang layak bagi semua orang.

9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi

yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
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11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman

dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta

dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut

secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan

yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi

penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta

menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh

tingkatan.

1 7. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation)

dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
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TabeI2-6
Realisasi T[juan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2023

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2023
*) Rencana ( anggaran setelah perubatran)

19.8O o/oI9-5O o/o14.98o/o14.23 o/o17.82 o/oPersentaseRasio kemandirian keuangan
daerah

Target 17. 1: Memperkuat mobilisasi
sumber daya domestik, termasuk
melalui dukungan internasional
kepada negara berkembang, untuk
meningkatkan kapasitas lokal bagi
pengumpulan pajak dan
pendapatan lainnya.

2

WTPWTPWTPWTPWTPOpiniOpini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Target 16.6: Mengembangkan
lembaga yang efeldif, akuntabel,
dan transpa.ran. di semua tinskat

1
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Berkenaan dengan tugas dan fungsi BPKAD memberikan kontribusi

terhadap tujuan ke-16

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten

Nganjuk, ada beberapa hal yang diharapkan oleh BPKAD dalam kurun

waktu tiga tahun kedepan yaitu :

1. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis kinerja

Adanya paradigma baru dalam peningkatan pengelolaan keuangan

daerah yang mengacu pada sistem akuntansi keuangan daerah di

seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah maka diperlukan

adanya peningkatan sumber daya manusia yang profesional

dengan integritas tinggi dalam menangani pengelolaan dan

penatausahaan keuangan. Hal tersebut untuk mendukung

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,

partisipatif dan transparan.

Diharapkan dalam tiga tahun kedepan di setiap SKPD telah

terpenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan latar

belakang pendidikan Ekonomi terutama Akuntansi untuk

mempertahankan target Pemerintah Daerah dalam penyampaian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan

mendapat opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".

2, Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam

ran gka penyelen ggar aan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung

terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah sebagai sarana dan

prasarana penunjang Kinerja Pemerintah di Daerah sesuai

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan

kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan pengelolaan

barang milik daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun kebijakan strategis untuk tiga tahun kedepan dalam

rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten
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Nganjuk yaitu peningkatan pengelolaan barang milik daerah

berbasis teknologi elektronifikasi yang meliputi siklus pengelolaan

barang milik daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Dalam hal ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang,

rencana pemeliharaan barang, standardisasi sarana dan

prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standardisasi

harga.

b. Pengadaan

Dalam hal ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan barang yang berasal

dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.

c. Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam hal ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan

dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang

serta administrasi penyimpanan barang.

d. Penggunaan

Dalam hal ini mengatur mengenai status penggunaan barang

milik daerah baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan

oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas pokok dan fungsi.

e. Penatausahaan

Dalam hal ini mengatur mengenai kewajiban dan

tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna

dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan,

inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara

pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan

pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris

Barang serta sistem pelaporan.

f. Pemanfaatan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah

melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan,

bangun guna serah dan bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan
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Dalam hal ini mengatur mengenai pengamanan dan

pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan

administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi

pemeliharaan barang.

h. Penilaian

Dalam hal ini mengatur mengenai penilaian barang milik

daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga

independent bersertifikat dibidang penilaian barang milik

daerah.

i. Penghapusan

Dalam hal ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar

barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar

barang milik daerah.

j. Pemindahtanganan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai

tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar

menukar, hibah dan penyertaan modal.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam hal ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian

dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang

milik daerah. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah pada

seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

l. Pembiayaan

Dalam hal ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan

pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk
penyimpan/ pengurus barang.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian

daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Rencana untuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah

pemberian sanksi administratif ,danlatau sanksi pidana sesuai

dengan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang

mengakibatkan kerugian daerah.
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2.3.4 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam

Perumusan Program dan Kegiatan

- Belum adanya kemandirian fiskal sehingga dalam penganggaran

program, kegiatan dan sub kegiatan masih terkendala terkait pagu

anggaran daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas

pengelola keuangan dan aset daerah;

- Penguatan komitmen serta kapasitas sumber daya manusia,

pengelola keuangan dan aset daerah;

- Penyusunan dan implementasi standar pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

terintegrasi;

- Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya;

- Belum terklasternya persyaratan pengajuan sertifikat aset milik

Pemda sepertiprogram PTSL ;

- Belum tertibnya persyaratan untuk pensertifikatan tanah-tanah

SD yang menempati TKD;

- Membentuk Tim khusus IT mempermudah untuk koordinasi

dengan bank bilamana ada gangguan teknis/jaringan SIPD;

- Adanya sosialisasi terkait produk di KKPD OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah "Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".
Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah

membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis

kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau

program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana

disajikan tabel berikut :
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TabeI2.7
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

5.457.OOOI dokJumlah dokumen
perubahan DPA SKPD
dan laporan hasil
koordinasi pen1rusunarl
dokumen perubahan
DPA_SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
penFrsunan dokumen
Perubahan DPA SKPD

5.457.0001 dokJumlah dokumen
perubahan DPA
SKPD dan laporan
hasil koordinasi
penyusunan
dokumen perubahan
DPA-SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penyusunan
dokumen Perubahan DPA
SKPD

5

5.4s7.0001 dokJumlah dokumen DPA
SKPD dan iaporan hasil
koordinasi pen)'u sunan
dokumen DPA-SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dal
peny'usunan dokumen
DPA SKPD

5.457.0001 dokJumlah dokumen
DPA SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penjrusunan
dokumen DPA-SKPD

Kab
Nganjuk

Koordinasi dan pen5,rrsunan
dokumen DPA SKPD

4.

7.639.0001 dokJumlah dokumen
Perubahan RKA SKPD
dan laporan hasil
koordinasi pen)'usunan
dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
penJrusunan dokumen
Perubahan RKA SKPD

7.639.OOO1 dokJumlah dokumen
Perubahan RKA
SKPD dan laporan
hasil koordinasi
penlusunan
dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penlrrsunan
dokumen Perubahan RKA
SKPD

J

7.639.OO01 dokJumlah dokumen RKA
SKPD dal laporan hasil
koordinasi penJrusunan
dokumen RKA-SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
penJrusunan dokumen
RKA SKPD

7.639.OOO1 dokJumlah dokumen
RKA SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
pen]rusunan
dokumen RKA-SKPD

Kab.
Ngarjuk

Koordinasi dan penyrsunan
dokumen RKA SKPD

2

8.185.0005 dokJumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah

Kab.
Nganjuk

Penyrrsunan dokumen
perencanaan
perangkat daerah

8. 165.0005 dokJumlah dokumen
perencanazrn
perangkat daerah

Kab.
Nganjuk

Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat
daerah

I

54.567 000lOOo/oPersentase dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun

Kab.
Nganjuk

Perencanaan
Penganggaran dan
Evaluasi kinerja
Peranskat Daerah

54.567-000lOOo/oPersentase dokumen
perencarnaan
perangkat daerah
vang tersusun

Kab.
Nganjuk

Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah

I

7.424.747.O9582Nilai SAKIPKab.
Nganjuk

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
kabupaten/Kota

8.847.339.23384Nilai SAKIPKab.
Nganjuk

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota

A.
(r2l(i 1)(10)(e){8)UI(6)(s)@l{3)(21(1)

Catat
an
Penti
ng

Kebutuhan
Dana

Target
Capaian

Indikator KinerjaLokasi
Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan

Pagu
Indikatif

Target
Capaian

Indikator KinerjaLokasiProgram/Keg;\atarr/
Sub Kegiatan

No.

Hasil Analisis Kebutuhan ( KUA PPAS 3 JULI 20241Rancangan Awal RKPD
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200.801.950lOOo/oPersentase
administrasi
kepegawaian perangkat
daerah

Kab.
Nganjuk

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

200.531.OOOlOOo/oPersentase
administrasi
kepegawaian
Deranskat daerah

Kab
Nganjuk

Administrasi. Kepegawaian
Perangkat Daerah

ry

10.831.0002 Taporan.Jumlah laporan
penatausahaan BMD
pada SKPD

Kab.
Nganjuk

Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

7.639.0002 laporanJumlah laporan
penatausahaan BMD
pada SKPD

Kab.
Nganjuk

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

1

10.831 0002 laporartPersentase laporan
penatausahaan BMD
SKPD vane tersusun

Kab.
Nganjuk

Administrasi Barang
MiJik Daerah pada
Peranekat Daerah

7.639.OOO2 laporarrPersentase laporan
penatausahaan BMD
SKPD vans tersusun

Kab
Nganjuk

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

ilI

6.002.0001 7 laporanJumlah laporan
keuangan
bulanan/ triwulanan/ se
mesteran SKPD dan
laporan koordinasi
pen1rusunan laporan
keuangan
bulanan/triwulanan/ se
mesteran SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
pen]'usunan laporan
keuangan
bulanan/triwulanan/ s
emesteran SKPD

6.002.000t7
laporan

Jumlah laporan
keuangan
bulanan/triwulanan
/semesteraa SKPD
dan laporan
koordinasi
penyusunan laporan
keuangan
bulanan/triwuianan
/semesteran SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penS,rrsunan
laporan keuangan
bulanan / triwulanan / semes
teran SKPD

3

7.639.0001 laporanJumlah laporan
keuangan akhir tahun
SKPD dan laporan hasil
koordinasi pen5rusunan
aporan keuangan akhir
tahun SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
pen5rusunan laporan
keuangal akhir tahun
SKPD

7.639.0001 laporanJumlah laporan
keuangan akhir
tahun SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
pen]rusunan aporan
keuangan akhir
tahun SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penyrrsunal
laporan keuangan akhir
tahun SKPD

2

5.405.405.66146 orglblnJumlah orang yang
menerima gaji dan
tuniansan ASN

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

6.840.787.O7046
orglbln

Jumlah orang yang
menerima gaji dan
tunianean ASN

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

i

s.419.046.661lOOo/oPersentase dokumen
administrasi keuangan
perangkat daerah

Kab.
Nganjuk

Administrasi
Keuangan PerangJ<at
Daerah

6.854.428.070lOOo/oPersentase dokumen
administrasi
keuangan perangkat
daerah

Kab.
Nganjuk

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

II

10.914.0003 laporanJumlah laporan
evaluasi kinerja
perangkat daerah

Kab.
Nganjuk

Evaluasi kinerja
perangkat daerah

10.914.0003 laporanJumlah laporan
evaluasi kinerja
perangkat daerah

Kab.
Nganjuk

Evaluasi kinerja p erangkat
daerah

7

9.276.OOO4 laporanJumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dan
laporan hasil
koordiaasi penyrsunan
laporan capaian kinerj a
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
pen1rusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

9.276.OOO4 laporanJumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
pen]'usunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kineria SKPD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan pen5,nrsunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerj a
SKPD

6
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14.354.24410 laporanJumlah laporan
fasilitasi kunjungan
tamu

Kab.
Nganjuk

Fasilitasi kunjungan
tanu

16.371.00010
laporan

Jumlah laporan
fasilitasi kunjungan
tamu

Kab.
Nganjuk

Fasilitasi kunjungan tamu6.

5.400.0003 dokJumlah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

5.402.5003 dokJumlah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

5

32.742.OOO1 paketJumlah paket barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

32.742.OOOI paketJumlah paket barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan

4

12r.O95.4401 paketJumlah paket bahan
logisdk kantor yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan bahan
logistik

92.857.8841 paketJumlah paket bahan
logistik kantor yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan bahan logistikJ

3.872.400I paketJumlah paket
peralatal rumah
tangga yang disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan peralataa
rumah tangga

5.457.000I paketJumlah paket
peralataa rumah
tangga yang
disediakan

Kab-
Nganjuk

Penyediaan peralatan
rumah tangga

2

ro.2t8.8921 paketJumlah paket
komponen instalasi
Listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

6.s48.0001 paketJumlah paket
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yans disediakan

Kab
Nganjuk

Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor

1

409.775.822lOOo/"Persentase Fasilitasi
dan Koordinasi bagian
umum yang
dilaksanakan
peranskat daerah

Kab.
Nganjuk

Administrasi Umum372.t35.254IOOo/oPersentase Fasilitasi
dan Koordinasi
bagan umum yang
dilaksanakan
perangkat daerah

Kab.
Nganjuk

Administrasi UmumV

9r.214.OOA150 orangJumlah orang yang
mengikuti Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangal

Kab.
Nganjuk

Bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan

97.243.OOO150 orangJumlah orang yang
mengikuti
Bimbingan telceis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan

Kab.
Nganjuk

Bimbingan telcris
implementasi peraturan
perundang-undalgan

J.

76.287.950150 orangJumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan

Kab.
Nganjuk

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

76.288.000150 orangJumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi
peraturan
perundang-
undansan

Kab.
Nganjuk

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

2

33.300.00060Jumlah paket pakaian
dinas beserta atribut
kelengkapan

Kab.
Nganjuk

Pengadaan Pakaian
Diaas beserta atribut
kelengkapannya

27.000.00060 orangJumlah paket
pakaian dinas
beserta atribut
kelengl<apan

Kab-
Nganjuk

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta atdbut
kelengJ<apannya

1
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r59.824.OOO19 unitJumlah kendaraan
dinas operasional atau
lapangan vanq

Kab.
Nganjuk

Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan. paiak

121. 1 14.00019 unitJumlah kendaraan
dinas operasional
atau laoangan vans

Kab.
Nganjuk

Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pa'iak dan

1

506.098.550lOOo/oPersentase BMD pada
SKPD yang dipelihara

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

333.827.000lOOo/oPersentase BMD
pada SKPD yang
dipelihara

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

VM

265.5s0.00012 TaporartJumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

176.028.00012
laporan

Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kaltor

3.

240.000.00036 laporanJumlah laporan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
varre disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

170.258.00036
laporan

Jumlah laporan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
yans disediakan

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

2

4.365.0003 laporanJumlah laporan
penyediaan Jasa Surat
menyurat

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa Surat
Meny-rrat

4.365-0003 laporanJurnlah laporan
penyediaan Jasa
Surat menvurat

Kab.
Nganjuk

Penv€diaan Jasa Surat
Menvurat

1

509.91-s.000IOOo/oPersentase jasa
penunjang urusarl
pemerintahan daerah
Yars tersedia

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

350.651.000IOOo/oPersentase jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah
vans tersedia

Kab.
Nganjuk

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

vII.

285.796.7736 unitJumlah unit peralatan
dan mesin lainnya yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Pengadaan Peralatan
dan Mesin l,ainnya

325.148.00044 unitJumlah unit
peralatan dan mesin
lainnya yang
disediakan

Kab.
Nganjuk

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

2

27.914.OOA9 unitJumlah unit mebel
vans disediakan

Kab.
Neaniuk

Pengadaan Mebel368.413.000115 unitJumlah unit mebel
yans disediakan

Kab.
Nsaniuk

Pengadaan Mebel1

3r3.7rO.773lOOo/"Persentase BMD SKPD
yang diadakan

Kab.
Nganjuk

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

700.561.000lOOo/oPersentase BMD
SKPD yang diadakan

Kab.
Nganjuk

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

VI.

8.4s7.9002 dokJumlah dokumen
dukungan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kab.
Nganjuk

Dukungan
pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

8.458.0002 dokJumlah dokumen
dukungan
pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Eleldronik
pada SKPD

Kab.
Nganjuk

Dukungan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

9

26.370.950200 dokJumlah dokumen
penatausahaan arsip
dinamis oada SKPD

Kab.
Nganjuk

Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

16.371.000200 dokJumlah dokumen
penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

Kab.
Nganjuk

Penatausahaan arslp
dinamis pada SKPD

B

187 .264.OOO36 laporanJumlah laporan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD

Kab
Nganjuk

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD

t87.929.OOO36
laporan

Jumlah laporan
penyelenggaraaa
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Kab.
Nganjuk

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

JJ



Jumlah Perubahan
DPA SKPD yang
diverifikasi

Kab.
Ngarquk

Koordinasi
Penlrrsunan dan
verifikasi Perubahan
DPA SKPD

Jumlah Perubahan
DPA SKPD yang
diverifikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi Penl'usunaa dan
verifikasi Perubahan DPA
SKPD

6

Jumlah DPA SKPD
yang diverifikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
Penlrrsunan dan
verifikasi DPA SKPD

Jumlah DPA SKPD
yang diverifikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi Penyu sunan dan
verifikasi DPA SKPD

5

Jumlah Perubahan
RKA SKPD yang
diverillkasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
Penlrrsunan dan
verifikasi Perubahan
RKA SKPD

Jumlah Perubahan
RKA SKPD yang
diverifikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi Pen5,'usunan dan
verifikasi Perubahaa RKA
SKPD

4

Jurnlah RKA SKPD
yang diveri{ikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
Pen5,rrsunan dan
verifikasi RKA SKPD

Jumlah RKA SKPD
yang diverifikasi

Kab.
Nganjuk

Koordinasi Penyusunan dan
verifikasi RKA SKPD

3.

454.999.8662 dokJumlah dokumen
Perubahan KUA dan
Peruba-han PPAS yang
disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Pen5,'usunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

455.000.0002 dokJumlah dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
vanq disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan Penyrrsunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

2

444.440.7302 dokJumla-h dokumen KUA
dan PPAS yang disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Penyrrsunan KUA dan
PPAS

444.44t.OOO2 dokJumlah dokumen
KUA dan PPAS yang
disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan Penyusunaa
KUA dan PPAS

1

1.984.440.044100%Terlaksananya
pen5rusunan dokumen
anggaran daerah
(APBD dan P. APBD)

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Penlrrsunan Rencana
Anggaran Daerah

1.984.441.000100%Terlaksananya
penyusunan
dokumen anggaran
daerah (APBD dan P
APBD)

Kab
Nganjuk

Koordinasi dan Penl'usunan
Rencana Anggaran Daerah

x

448.931.425.844lOOo/oPersentase kepatuhan
OPD dalam
penJ rsunan dokumen
keuangan daerah
sesuai Standa-r

Kab.
Nganjuk

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

538.912.753.0
00

lOOo/oPersentase
kepatuhan OPD
dalam penlrrsunan
dokumen keuangan
daerah sesuai
Standar

Kab.
Nganjuk

Prograrn Pengelolaan
Keuangan Daerah

B

227.676.O0OI unitJumlah gedung kantor
dan bangunan lainnya
yang
dipelihara / direhabilitas
i

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan / Rehabili
tasi gedung kantor
dan bangunan lainnya

92.769.OOO1 unitJumlah gedung
kantor dan
bangunan lainnya
yang
dipelihara/ direhabifi t
asi

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan / Rehabilitasi
gedung kantor dan
bangunan lainnya

4.

107.810.05010 unitJumlah Peralatan dan
mesin yang dipelihara

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnva

109.140.00010 unitJumlah Peralatan
dan mesin yang
dipelihara

Kab.
Nganjuk

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

3

10.788.50010 unitJumlah mebel yang
dipelihara

Kab.
Neaniuk

Pemehharaan Mebel10.804.0001O unitJumlah mebel yang
dipelihara

Kab.
Neaniuk

Pemeliharaan Mebel2

dipelihara dan
dibayarkan pajak dan
perizinan

dan perizinan
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan

dipelihara dan
dibayarkan pajak
dan perizinan

perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
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78.810-20092 dokJumlah dokumen hasil
koordinasi fasilitasi
asistensi sinkronisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan dana
transfer lainnya

Kab.
Nganjuk

Koordinasi fasilitasi
asistensi sinkronisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana transfer lainnya

78.932.00092 dokJumlah dokumen
hasil koordinasi
fasittasi asistensi
sinkronisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana traasfer lainnva

Kab.
Nganjuk

Koordinasi fasilitasi
asistensi sinkronisasi
supervisi monitoring dan
evaluasi pengelolaan dana
perimbangan dan dana
transfer iainnya

-J

t22.579.OOO208 dokJumlah dokumen hasil
pengendalian dan
penerbitan anggaran
kas dan SPD

Kab.
Nganjuk

Penyiapan
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

I22.579.OOO208 dokJumlah dokumen
hasil pengendalian
dan penerbitan
anggaran kas dan
SPD

Kab-
Nganjuk

Penyiapan Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

2

364.697.0OO9000 dokJumlah dokumen hasil
koordinasi dan
pengelolaan kas daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

364.697.OOO9000 dokJumlah dokumen
hasil koordinasi dan
pengelolaan kas
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

I

762.239.200]-OOo/oTerlaksananya
pembinaan OPD dalam
pengelolaan keuangan
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

762.361.OOOlOOo/oTerlaksananya
pembinaaa OPD
dalam pengeloiaan
keuanqan daerah

Kab
Nganjuk

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daera-tr

X

99.999.6s0208 orangJumlah orang yang
mengikuti pembinaan
penganggaran daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kab.
Nganjuk

Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

100.000.000208 orangJumlah orang yang
mengikuti
pembinaan
penganggaran
daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kab
Nganjuk

Pembinaan Pengangga,ran
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

10

2 dokJumlah dokumen
regulasi serta
kebijakan bidang
anssaran

Kab-
Nganjuk

Koordinasi dan
pen1rusunan Regulasi
serta Kebijakan
Bidans Angqaran

Jumlah dokumen
regulasi serta
kebijakan bidang
anssaran

Kab.
Ngaajuk

Koordinasi dan penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidalg Anggaran

9

514.999.9015 dokJumlah Perda tentang
P. APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran P. APBD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
pen]rusunan
Peraturan Daerah
tentang P.APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran P,APBD

s15.000.0005 dokJumlah Perda
tentang P. APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran P. APBD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan pen5,rr sunan
Peraturan Daerah tentang
P.APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran P,APBD

8

169.999.8972 dokJumlah Perda tentang
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
penJmsunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Peniabaran APBD

470.000.0002 dokJumlah Perda
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD
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81.050.00011 dokJumlah dokumen hasil
Rekonsiliasi dan
verifrkasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban

Kab.
Nganjuk

Rekonsiliasi dan
verifrkasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban

81.050.00011 dokJumlah dokumen
hasil Rekonsiliasi
dan verifikasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban

Kab.
Nganjuk

Rekonsiliasi dan verifikasi
aset kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan pendapatan-LO
dan beban

2

Jumlah laporan hasil
koordinasi pelaksanaan
akuntansi penerimaan
dan pengeluaran kas
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
pelaksanaan
akuntansi penerimaan
dan pengeluaran kas
daerah

Jumlah laporan hasil
koordinasi
pelaksalaan
akuntansi
penerimaan dan
pengeluaral kas
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi p elaksanaan
akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah

1

838.850.000lOOo/oPersentase dokumen
Pertanggunglawaban
pelaksanaan APBD
yang disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

838.850.OOOIOOVoPersentase dokumen
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
yang disusun

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi darr Pelaporan
Keuangan Daerah

XI

136.620.0005 dokJumlah petuduk
teknis administrasi
keuangan yang
berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
penatausahaan dan
pertanggungjawaban
subkegiatan

Kab.
Nganjuk

Penyusunan petunjuk
telceis administrasi
keuangan yang
berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
penatausahaan dan
pertanggungiawaban
subkegiatan

136.620.0005 dokJumlah petunjuk
telinis administrasi
keuangan yang
berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas
serta penatausahaaa
dan
pertanggunglawaban
subkegiata,n

Kab.
Nganjuk

Penl'usunan petunjuk
teknis administrasi
keuangan yang berkaitan
dengan penerimaan dan
pengeluaran kas serta
penatausahaan dan
pertanggungiawaban
subkegiatan

6

21.659.000650 dokJumlah dokumen hasil
rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
pemunguta-n dan
pemotongan atas SP2D
dengan instansi terkait

Kab.
Nganjuk

Rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
pemungutan dal
pemotongan atas
SP2D dengan instansi
terkait

21.659.000650 dokJumlah dokumen
hasil rekonsiliasi
data penerimaan dan
pengeluaran kas
serta pemunguta-n
dan pemotongan atas
SP2D dengan
iastansi terkait

Kab.
Nganjuk

Rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
pemungutan dan
pemotongan atas SP2D
dengan instansi terkait

5

37.874.OOOI dokJumlah dokumen hasil
koordinasi pelaksanaan
keq'asama darr
pemantauan transaksi
non tunai dengan
lembaga keuangan
bank dan bukan bank

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
pelaksanaan
kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non tunai
dengan lembaga
keuangan bark dan
lembaga keuangan
bukan barrk

37.874.0OO1 dokJumlah dokumen
hasil koordinasi
pelaksanaan
kerjasama dan
pemantauar
transaksi non tunai
dengan lembaga
keuangan bank dan
bukan balk

Kab.
Nganjuk

Koordinasi pelaksanaan
keqj asama dan Pemantau an
Transaksi Non tunai dengan
lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan
bukan bank

4
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34.900.000150 orangJumiah orang yang
mengikuti Pembinaan
akuntansi pelaporan

54 SKPD
10 Lap

Pembinaan akuntansi
pelaporan dan
Pertangsunsiawaban

34.900.000150 orangJumlah orang yang
mengikuti
Pembinaan

Kab.
Nganjuk

Pembinaan akuntaasi
pelaporan dan
Pertanssuneiawaban

9

Jumlah Sistem dan
prosedur akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Kab.
Nganjuk

Penlrrsunan Sistem
dan prosedur
akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem dan
prosedur akuntansi
dan Peiaporan
Keuangan
Pemerintah Daerah

Kab.
Nganjuk

Penyrsunan Sistem dal
prosedur akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

8

Jumlah Kebijakan dan
panduan teknis
operasional
penyelenggaraan
akuntansi Pemerintah
Daerah

Kab.
Nganjuk

Penyusunan
Kebijakan dan
panduan teknis
operasional
penyelenggaraan
akuntansi Pemerintah
Daerah

Jumlah Kebijakan
dan panduaa teknis
operasional
penyelenggaraan
akuntansi
Pemerintah Daeratr

Kab.
Nganjuk

Penlrrsunan Kebij akan dan
panduan teheis operasional
penyelenggaraan akuntansi
Pemerintah Daerah

7

22.500.0002 dokJumlah dokumen hasil
Koordinasi Sinkronisasi
dan penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
Sinkronisasi dan
penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian
daerah

1 1.250.0002 dokJumlah dokumen
hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan
penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugiaa
daerah

Kab.
Nganjuk

Koordinasi Sinkronisasi dan
penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian daerah

6

Jumlah dokumen
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD

Kab.
Nganjuk

Penlrrsunan
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD

1 1.250.0001 dokJumlah dokumen
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Kab.
Nganjuk

Penyrrsunan
tanggapan / tindak lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD

5

604.100.0002 dokJumlah rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungiawabarr
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan
penjrusunan
rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

604.100.0002 dokJumlah rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggunglawaban
pelaksanaan APBD
Kabuoaten/Kota

Kab.
Nganjuk

Koordinasi dan penl'usunaa
rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggunglawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

4

96.300.0004 laporanJumlah laporan
pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanaa
dan Semesteran

Kab.
Nganjuk

Koordinasi
penyusunan laporan
pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran

96.300.0004 laporanJumlah laporan
pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran

Kab.
Nganjuk

Koordinasi pen]'usunan
laporan
pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD Bulanan
Triwulanan dan Semesteran

3.
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50.000.00052 DokJumlah rencana
kebutuhan BMD

Kab.
Nganjuk

Penyrrsunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

50.000.00052 DokJumlah rencana
kebutuhan BMD

Kab.
Nganjuk

Penyu sunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

2

250.000.00052 dokJumlah standar harga
vanq disusun

Kab.
Neaniuk

Penyusunan Standar
Harsa

250.000.00052 dokJumlah standar
harga vans disusun

Kab.
Nsaniuk

Penl'usunan Standar Harga1

2.032.550.000lOOa/oTerlaksnanya
penJ rsunan dokumen
BMD

Kab.
Nganjuk

Pengelolaaa. Barang
Milik Daerah

2.2s0.000.000IOOo/oTerlaksnanya
penJrusunatl
dokumen BMD

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

2.032.550.000lOOo/oPersentase OPD yang
menerapkan
pengelolaan BMD
sesuai Standar

Kab.
Nganjuk

Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2.250.000.ooolOOo/oPersentase OPD yang
menerapkan
pengelolaan BMD
sesuai Standar

Kab.
Nganjuk

Program Pengelolaan
Barang Mifik Daerah

XIV

94.O76.0O0100 orangJumlah orang yang
mengikuti pembinaan
SIPD bidang keuangan
daerah pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah bidaag
keuangan daerah
pemerintah
Kabupaten/Kota

94.O76.OOO100 orangJumlah orang yang
mengikuti
pembinaan SIPD
bidang keuangan
daerah pemerintah
Kabuoaten/Kota

Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah bidang keuangan
daerah pemerintah
Kabupaten/Kota

94.O76.OOOlOOo/"Persentase peserta
yang mendapatkan
pembinaan
implementasi SIPD

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan data dan
implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah lingkup
keuansan daerah

94.076.OOOlOOo/"Persentase peserta
yang mendapatkan
pembinaan
implementasi SIPD

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan data dan
implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah lingfup keuangan
daerah

XIII

25.710.981.8002 laporanJumlah laporan hasil
pengelolaan dana bagi
hasil Kabupaten/Kota

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan dana bagi
hasil Kabupaten/Kota

15.596.793.00
o

2 laporanJumlah laporan hasil
pengelolaan dana
bagi hasil
Kabupaten/Kota

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan dana bagi hasil
Kabupaten/Kota

3

23.000.000.0004 laporanJumlah laporan hasil
pengelolaan dana
darurat dan mendesak

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan dana
darurat dan mendesak

64.289.267.OO
o

4 laporanJumlah laporaa hasil
pengelolaan dana
darurat dan
mendesak

Kab.
Nganjuk

Pengelolaan dana darurat
dan mendesak

2

396.540.838.8006 laporanJumlah laporal hasil
analisis perencanaan
dan penyaluran
bantuan keuaasan

Kab.
Nganjuk

Analisis Perencalaan
dan penyaluran
bantuan keuangan

455.346.965.0
00

6 laporanJumlah laporan hasil
analisis perencaraan
dan penyaluran
bantuan keuansan

Kab.
Nganjuk

Analisis Perencanaan dan
penyaluran bantuan
keuangan

1

445.251.820.600IOOo/oTerlaksananya
penyaluran dana
kewenangan
pengelolaan keuangan
daera.L

Kab.
Nganjuk

Penunjang Urusan
kewenangan
pengelolaan keuangan
daerah

535.233.025.0
00

lOOo/oTerlaksananya
penyaluran dana
kewenangan
pengelolaan
keuangan daerah

Kab.
Nganjuk

Penunjang Urusan
kewenangan pengelolaan
keuangan daerah

XII

dan
Pertanggunglawaban
pemerintah
Kabupaten/Kota

pemerintah
Kabupaten/Kota

akuntansi pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
pemerintatr
Kabupaten/Kota

pemerintah
Kabupaten/Kota
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350.000.00026 dokJumlal dokumen hasil
Optimalisasi
penggunaan
pemanfaatan
pemindahtanganan
pemusnahan dan
penghapusan barang
mifik daerah

Kab.
Nganjuk

OP'-alisasi
penggunaan
pemanfaatal
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

350.000.0oo26 dokJumlah dokumen
hasil Optimalisasi
penggunaan
pemanfaatal
pemindahtanganan
pemusnahan dan
penghapusan barang
milik daerah

Kab.
Nganjuk

Op i-alisasi penggunaan
pemanfaatan
Pemindahtalganarr
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

8

155.000.0003O laporanJumlah laporan hasil
penilaian BMD dan
hasil koordinasi
penilaian BMD

Kab.
Nganjuk

Penilaian Barang Milik
Daerah

175.000.00030
laporan

Jumlah laporan hasil
penilaian BMD dan
hasil koordinasi
penilaian BMD

Kab.
Nganjuk

Penilaian Barang Milik
Daerah

502.550.0004 laporanJumlah laporan hasil
pengamanan BMD

Kab.
Nsaniuk

Pengamanan Barang
Mifik Daerah

800.000.0004 laporanJumlah laporan hasil
Densamanan BMD

Kab.
Nsaniuk

Pengamanan Barang Milik
Daerah

6

i2s.000.00052 laporanJumlah laporan hasil
inventarisasi (LH)
Barans Milik Daerah

Kab.
Nganjuk

Inventadsasi Barang
Milik Daerah

125.000.00052
laporan

Jumlah laporarr hasil
inventarisasi (LH)
Barans Milik Daerah

Kab.
Nganjuk

Inventarisasi Barang Milik
Daeratr

5

s00.000.00052 laporanJumla-h laporan
penatausahaan BMD

Kab.
Nsaniuk

Penatausahaan
Barang Milik Daerah

400.000.00052
laooran

Jumlah laporan
penatausahaan BMD

Kab.
Neaniuk

Penatausahaan Barang
Mifik Daerale

4

100.000.0001 dokJumlah kebS"akan
pengelolaaa Barang
Mifik Daerah

Kab.
Nganjuk

Penlrrsunan
Kebijakan Pengelolaan
Barans Milik Daerah

100.000.000I dokJumlah kebijakan
pengelolaan Barang
Milik Daerah

Kab.
Nganjuk

Penyusunan Keb{jakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3

Keterangan : Hasil Analisis telah dituangkan di aplikasi SIPD RI 2025

39



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap programlkegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung

dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,

serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah terhadap RKPD TA 2025

(6)

NIHIL
(s)

NIHIL
(41

NIHIL
(3)

NIHIL
2l

NIHIL
(1)
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan" dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun

2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

(HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangasa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan

Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan

Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromarititm Industri di Sentra

Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,

Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,

serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda ( Generasi Milenial dan

Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber

Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi,

Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan

Penyelundupan; dan

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,

Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama

untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
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Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025

menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema

pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan

dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Pbrangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yang berkualitas", adapun sasaran yang akan dicapai adalah

"Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah" dan " Meningkatkan

kualitas pengelolaan Aset daerah, dengan target kinerja sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah

tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah

serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Dari berbagai faktor

pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan

rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel

(terlampir) berikut:

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Target Tahun 2025
WTP

Tarset Tahun 2025
IOOo/o

Indikator Kineria
Opini atas audit BPK

Indikator Kineria
Persentase OPD yang
menerapkan pengelolaan
keuangan dan Aset
daerah sesuai standar

Tuiuan Perangkat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola
Keuangan Daerah (

menurut Renstra 20241
Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan dan
aset daerah
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3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026,

telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan

Nganjuk Tahun 2025, yaitu "Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor

Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan

Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur
Yang Berkualitas"

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan

daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan

yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian

penduduk,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor

unggulan Kabupaten Nganjuk;

3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan

masyarakat;

4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan,

sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana

dasar permukiman;

6. Peningkatan ketahanan bencana; dan

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan

pemanfaatan teknologi informasi (e-goul.

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan

dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program

pembangunan daerah sebagai representasi 7 (tujuh) Program Unggulan

Penjabat Bupati Nganjuk masa bhakti 2023-2025 yang dirangkum dengan

kata'BANGKIT", yang meliputi:

1. Bangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya sayang;

2. Atasi kemiskinan ekstrem dan stunting;

3. Niatkan pengembangan potensi dan budaya daerah;

4. Genjot pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi;

5. Kelola Birokrasi yang profesional dan pelayanan publik berkualitas;

6. Implementasi program sukses pemilu dan pilkada2024;

7. Terus pembangunan infrastruktur dan layanan Masyarakat.
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3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O1B tentang Standar

Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2O2I tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan

untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target IOOV>

(seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

Tareet
lOOo/n

roo,yo
IOOo/o

IOOo/o

lOOo/o

IOOo/o

TOOo/o

lOOo/o

IOOo/o

700%
lOOo/o

roo%
IOOo/o

IOOo/o

IOOo/o

IOOo/o

IOOo/o

IOOo/o

roo%

lOOo/o

IOOo/o

rooo

lOOo/o

IOOVo

Jenis Pelavanan Dasar
Pendidikan anak usia dini
Pendidikan dasar
Pendidikan kesetaraan
Pelayanan kesehatan ibu hamil
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Pelayanan kesehatan balita
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Pelayanan kesehatan pada usia laniut
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(human immunodeficiency virus)
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Penyediaan pelayanan penqolahan air limbah domestik
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah kabupatenlkota
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran

No
I
2
3
4
5
6

8
9
10
11.
I2
13

L4
15

16.
I7
18.

I9

20
2l
22

23

24
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Target
IOOo/o

lOOo/o

lOOo/"

loooh

loooh

Jenis Pelayanan Dasar
Rehabilitasi sosial dasar
terlantar di luar panti

penyandang disabilitas

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar
panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial
gelandangan dan pengemis di luar panti

khususnya

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah
kabupatenlkota

No.
25.

26
27

28

29

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2OI8

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/ SDG's menjadi prioritas

pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan

di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupatenlkota.

Target-target TPB/ SDG's di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O-2O24 dalam

bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan

pembiayaannya.

Visi RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 adalah "Terwujudnya

Kabupaten Nganjuk Yang Maju Adil Dan Sejahtera" yang dijabarkan ke dalam

enam misi yang selanjutnya diselaraskan de ngan target TPB ISDG's.

Tabel 3.3

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

Pelaksana

BPKAD

Target 2023

1

Satuan

Jumlah
MoU

Tuj uan / Target/ Indikator

Menguatkan sarana pelaksanaan dan
merevitalisasi kemitraan global
untuk pembangunan berkelanjutan
(Tuiuan 17)

Mendorong dan meningkatkan
kerjasama pemerintah-swasta dan
masyarakat sipil yang efektif,
berdasarkan pengalaman dan
bersumber pada strategi kerjasama
Jumlah
difasilitasi

kerjasama daerah yang

No

1

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2OI9-2O23
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGI(AT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025

dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana

yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dirumuskan ProgramlKegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga

untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan uRsur

penunjang urusan pemerintahan fungsi keuangan.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

TabeI4.2

Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

Rp 445.143.449.925Meningkatkan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik dengan pemanfaatan
teknoloei informasi (e-eov)

7

445.L43.449.925roo%Persentase OPD
yang menerapkan
pengelolaan
keuangan dan Aset
daerah sesuai
standart

Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan dan Aset
daerah

1

7.424.747.O95

54.567.000

84

lOOo/o

Nilai SAKIP Badan
Pengelolaan
Keuangan dan asset
daerah

Persentase dokumen
perencanaan
perangkat daerah
vang tersusun

Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
Keuansan
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
kabupaten lKota

Perencanaan
Penganggaran dan
Evaluasi kinerja
Peranekat Daerah

A
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8. i85.000

7.639.000

7.639.000

5.457.000

5.457.000

9.276.OOO

10.914.000

5.4r9.047.OOO

5.405.406.000

7.639.000

6.002.000

5 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

4 dok

3 dok

IOOYo

46 orangf bln

1 laporan

17 laporan

Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah
Jumlah dokumen
RKA SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan
dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen
Perubahan RKA
SKPD dan laporan
hasil koordinasi
penyusunan
dokumen perubahan
RKA-SKPD
Jumlah dokumen
DPA SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan
dokumen DPA-SKPD
Jumlah dokumen
Perubahan DPA
SKPD dan laporan
hasil koordinasi
penyusunan
dokumen perubahan
DPA-SKPD
Dokumen laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kineria SKPD
Jumlah laporan
Evaluasi kinerja
perangkat daerah
Persentase dokumen
administrasi
keuangan perangkat
daerah
Jumlah orang yang
menerima gaji dan
tuniansan ASN
Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan laporan
keuangan akhir
tahun SKPD
Jumlah laporan
keuangan
bulanan/triwulanan
/semesteran SKPD
dan laporan
koordinasi
penyusunan laporan

Penyusunan dokumen
perencanaan
perangkat daerah
Koordinasi dan
penyusunan dokumen
RKA SKPD

Koordinasi dan
penyusunan dokumen
Perubahan RKA SKPD

Koordinasi dan
penyusunan dokumen
DPA SKPD

Koordinasi dan
penyusunan dokumen
Perubahan DPA SKPD

Koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Evaluasi kinerja
perangkat daerah

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD

Koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan
bulanan/triwulanan/
semesteran SKPD

1

2

3

4

5

6

7

II.

1

2

3
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10.831.000

10.831.000

200.801.950

33.300.000

76.287.gs0

9r.2r4.OOO

409.775.822

to.2r8.892

3.872.400

12r.O95.440

32.742.OOO

5.400.000

14.354.240

r87.264.OOO

IOO%o

2 Taporan

IOOo/o

60 orang

150 orang

150 orang

lOOo/o

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3 dok

10 laporan

36 laporan

keuangan
bulanan/triwulanan
/semesteran SKPD
Persentase
administrasi BMD
perangkat daerah
Jumlah laporan
pentausahaan BMD
pada SKPD
Persentase
administrasi
kepegawaian
perangkat daerah
Jumlah paket
pakaian dinas
beserta atribut
kelenskapan
Jumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi
peraturan
perundang-
undansan
Jumlah orang yang
mengikuti
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
Persentase Fasilitasi
dan Koordinasi
bagian umum yang
dilaksanakan
peranqkat daerah
Jumlah paket
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
vane disediakan
Jumlah paket
peralatan rumah
tangga yang
disediakan
Jumlah paket bahan
logistik kantor yang
disediakan
Jumlah paket barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan
Jumlah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
Jumlah laporan
fasilitasi kunjungan
tamu
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
PAdA SKPD
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta atribut
kelengkapannya

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

Bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan

Administrasi Umum

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan peralatan
rumah tangga

Penyediaan bahan
logistik

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Fasilitasi kunjungan
tamu

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD

III

1

IV

1

2

3

V

1

)

3

4

5

6
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26.370.950

8.457.900

313.7 rO.773

27.9I4.OOO

285.796.773

437.465.OOO

4.365.000

240.000,000

193.100.000

506.098.550

159.824.000

10.788.500

107.810.050

227.676.000

435.686.152.830

200 dok

2 dok

loooA

9 unit

6 unit

9OVo

3laporan

36 laporan

12 laporan

too,yo

19 unit

1O unit

10 unit

1 unit

toooh

Jumlah dokumen
Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD
Jumlah dokumen
Dukungan
pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Persentase BMD
SKPD yang diadakan

Jumlah unit mebel
vans disediakan
Jumlah unit
peralatan dan mesin
Lainnya yang
disediakan
Persentase jasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah yang tersedia
Jumlah laporan
penyediaan Jasa
Surat menyurat
Jumlah laporan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
vane disediakan
Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang
disediakan
Persentase BMD
pada SKPD yang
dipelihara

Jumlah kendaraan
dinas operasional
atau lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan pajak
dan perizinan

Jumlah mebel yang
dipelihara
Jumlah Peralatan
dan mesin yang
dipelihara
Jumlah gedung
kantor dan
bangunan lainnya
yang
dipelihara/ direhabilit
asi
Persentase
kepatuhan OPD
dalam penyusunan
dokumen keuangan
daerah sesuai
Standart

Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

Dukungan
pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan
Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabil
itasi gedung kantor
dan bangunan
lainnya

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

8

I

VI

1

2

VII

1

2

3

VIII

1

2

3

4

B
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r.984.440.O44

444,440.730

454.999.866

469.999.897

514.999.90t

99.999.650

762.239.200

364.697.OOO

122.579.OOO

roo%

2 dok

2 dok

2 dok

5 dok

208 orang

tooo

9O0O dok

2OB dok

Terlaksananya
penyusunan
dokumen anggaran
daerah (APBD dan P
APBD)
Jumlah dokumen
KUA dan PPAS yang
disusun
Jumlah dokumen
perubahan KUA dan
perubahan PPAS
vang disusun
Jumlah RKA SKPD
yang diverifikasi

Jumlah Perubahan
RKA SKPD yang
diverifikasi

Jumlah DPA-SKPD
yang diverifikasi

Jumlah Perubahan
DPA-SKPD yang
diverifikasi

Jumlah Perda
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Perda
tentang P, APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran P. APBD

Jumlah dokumen
regulasi serta
kebijakan Bidang
Anqgaran
Jumlah orang yang
mengikuti
pembinaan
penganggaran
daerah Pemerintah
Kabupaten lKota
Terlaksananya
pembinaan OPD
dalam pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah dokumen
hasil koordinasi dan
pengelolaan kas
daerah
Jumlah dokumen
hasil pengendalian
dan penerbitan

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan KUA dan
PPAS
Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
Koordinasi
Penyusunan dan
verifikasi RKA SKPD
Koordinasi
Penyusunan dan
verifikasi Perubahan
RKA SKPD
Koordinasi
Penyusunan dan
verifikasi DPA SKPD
Koordinasi
Penyusunan dan
verifikasi Perubahan
DPA SKPD
Koordinasi dan
penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Peniabaran APBD
Koordinasi dan
penyusunan
Peraturan Daerah
tentang P.APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Peniabaran P.APBD
Koordinasi dan
penyusunan Regulasi
serta Kebijakan
Bidans Angqaran
Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten lKota

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaar,
Daerah
Koordinasi dan
Pengelolaan KaB
Daerah

Penyiapan
Pelaksanaan
Pengendalian dan

x

1

2

3

4

5

6

7

8.

9

10

X

1

2

50



78.810.200

37.874.OOO

21.659.000

136.620.000

838,850.000

81.050.000

96.300.000

92 dok

I dok

650 dok

5 dok

loooh

11 laporan

4 laporan

anggaran kas dan
SPD
Jumlah dokumen
hasil koordinasi
fasilitasi asistensi
sinkronisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana transfer lainnva
Jumlah dokumen
hasil koordinasi,
pelaksanaan
kerjasama dan
pemantauan
transaksi non tunai
dengan lembaga
keuangan bank dan
bukan bank
Jumlah dokumen
hasil rekonsiliasi
data penerimaan dan
pengeluaran kas
serta pemungutan
dan pemotongan
atas SP2D dengan
instansi terkait

Jumlah petunjuk
teknis administrasi
keuangan yang
berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas
serta penatausahaan
dan
pertanggungjawaban
subkegiatan
Persentase dokumen
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
yang disusun

Jumlah laporan hasil
koordinasi
pelaksanaan
akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah
Jumlah dokumen
hasil Rekonsiliasi
dan verifikasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban
Jumlah laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran

Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD
Koordinasi fasilitasi
asistensi sinkronisasi
supervisi monitoring
dan evaluasi
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana transfer lainnya

Koordinasi
pelaksanaan
kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non tunai
dengan lembaga
keuangan bank dan
lembaga keuangan
bukan bank
Rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
pemungutan dan
pemotongan atas
SP2D dengan instansi
terkait

Penyusunan petunjuk
teknis administrasi
keuangan yang
berkaitan dengan
penerimaan dan
pengeluaran kas serta
penatausahaan dan
pertanggungjawaban
subkegiatan

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Koordinasi
pelaksanaan
akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah

Rekonsiliasi dan
verifikasi aset
kewajiban ekuitas
pendapatan belanja
pembiayaan
pendapatan-LO dan
beban

Koordinasi
penyusunan laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

3

4

5

6

XI

I

2

3
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604.100.000

22.500.000

34,900.000

432.006.547.s86

382.296.s60.186

25.017.000.000

24.692.987.400

2 dok

2 dok

150 orang

IOOVo

6 laporan

4 laporan

2 laporan

Jumlah rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten lKota
Jumlah dokumen
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen
hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan
penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian
daerah
Jumlah Kebijakan
dan panduan teknis
operasional
penyelenggaraan
akuntansi
Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem dan
prosedur akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Jumlah orang yang
mengikuti
Pembinaan
akuntansi pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
pemerintah
Kabupaten lKota
Terlaksananya
penyaluran dana
kewenangan
pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah laporan hasil
Analisis Perencanaan
dan penyaluran
bantuan keuangan
Jumlah laporan hasil
Pengelolaan dana
darurat dan
mendesak
Jumlah laporan hasil
Peneelolaan dana

Bulanan Triwulanan
dan Semesteran
Koordinasi dan
penyusunan
rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten lKota
Penyusunan
tanggapan/tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Koordinasi
Sinkronisasi dan
penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian
daerah

Penyusunan
Kebijakan dan
panduan teknis
operasional
penyelenggaraan
akuntansi Pemerintah
Daerah
Penyusunan Sistem
dan prosedur
akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pembinaan akuntansi
pelaporan dan
Pertanggungjawaban
pemerintah
Kabupaten lKota

Penunjang Urusan
kewenangan
pengelolaan keuangan
daerah

Analisis Perencanaan
dan penyaluran
bantuan keuangan

Pengelolaan dana
darurat dan mendesak

Pengelolaan dana bagi
hasil Kabupaten/Kota

4

5

6

7

8.

9

XII

1

2

J
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94.O76.OOO

94.O76.OOO

2,105.000.000

2.105.000.000

250.000.000

50.000.000

100.000.000

500.000.000

125.000.000

575.000.000

155.000.000

s50.000.000

IOOoh

100 orang

looo

tooo

52 dok

52 dok

1 dok

52 laporan

52 laporan

4laporan

30 laporan

26 dok

bagi hasil
Kabupaten lKota
Persentase peserta
yang mendapatkan
pembinaan
implementasi SIPD

Jumlah orang yang
mengikuti
pembinaan SIPD
bidang keuangan
daerah pemerintah
Kaburraten lKota
Persentase OPD yang
menerapkan
pengelolaan BMD
sesuai standar
Terlaksananya
penyusunan
dokumen
pengelolaan barang
milik daerah
Jumlah standar
harga yang disusun
Jumlah rencana
kebutuhan BMD

Jumlah kebijakan
pengelolaan Barang
Milik Daerah
Jumlah laporan
penatausahaan BMD
Jumlah laporan hasil
inventaris (LH)
Barans Milik Daerah
Jumlah laporan hasil
pengamanan BMD
Jumlah laporan hasil
Penilaian BMD dan
hasil koordinasi
Penilaian BMD
Jumlah dokumen
hasil Optimalisasi
penggunaan
pemanfaatan
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan
penghapusan barang
milik daerah

Pengelolaan data dan
implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah lingkup
keuangan daerah
Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
bidang keuangan
daerah pemerintah
Kabupaten lKota

Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Standar
Harqa
Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Penyusunan
Kebijakan Pengelolaan
Barans Milik Daerah
Penatausahaan
Barans Milik Daerah
Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Pengamanan Barang
Milik Daerah
Penilaian Barang
Milik Daerah

Optimalisasi
penggunaan
pemanfaatan
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

XIII

1

c

XIV

1

2

3

4

5

6

8.
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Tabel4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

Bagi Hasil Retribusi
Dana Transfer
Umum- Dana Alokasi
Umum

264 desa24.692.987.400Ba# Hasil PaiakBagrBelanja
Hasil

Pengelolaan dana bagl
hasil Kabupaten /Kota

Dana Transfer
Umum- Dana Alokasi
Umum

2s.017.000.000TidakBelanja
Terduga

Pengelolaan dana darurat
dan mendesak

Dana Transfer
Umum- Dana Alokasi
Umum

264 desa382.296.s60.186KeuanganBantuan
Umum

Belanja Bantuan
Keuangan

Analisis Perencanaan dan
penyaluran bantuan
keuangan

Penunjang Urusan
kewenangan pengelolaan
keuangan daerah

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

1
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,

program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila

terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam

RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. 1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan

sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa

program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kineq'a,

serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat

Daerah; dan
55



menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan

dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

c
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2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan

dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PIt. KEPALA BPKAD
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
NGANJUK

Dra. DYAH PUSPITA RINI. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19684051t L99202 2 00r

^l

a
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RENCANA KERJA ORGANISASI PEMNGKAT DAEMH (RENJA OPD)

BADAN PENGETOTAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKAB. NGANJUK

TAHUN 2025

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan, tOO o/o .000,00
nggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Pe Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
5 Dokumen Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANAALOKASI UMUM

Koordinasi dan n Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 7.539.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Koordinasi dan n Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

1 Dokumen 7.539.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Koordinasi dan n DPA-SKPD

h Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 5.457.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD

00052.0r01025

00042.Or01025

00032.0L01025

00022.Ot01025

o0012.Ot01025

2.Or01025

7.3s2.297.O95,OO84 NilaiNilai SAKIP Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

010251

KEUANGAN025

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN5
445.143.449.925,OOBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

II1098321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

E :\BAPP E DA\RANWAL 202 S\Lo m pira n Ro n kh ir 202 5.xlsx hal 1 dari 11



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi
keuangan perangkat daerah yang

disusun

\oo o/o s.419.047.000,00

Ga i dan ASN

lah Orang yang Menerima Gaji dan 46 Orang/bulan Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMN ASN

Koordinasi dan nan n Akhir Tahun SKPD

lah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 7.639.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
N SKPD

Koordinasi dan nan La n Bulan Triwu Semesteran SKPD

mlah Laporan Keuangan Bulanan/ 17 Laporan 6.002.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMSemesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

00072.0201025

000s2.O201025

00012.O201025

2.O201025

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD

1 Dokumen 5.457.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Koordinasi dan n nKi dan lkhtisar Realisasi SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 9.276.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Evaluasi Daerah

umlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 10.914.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMPerangkat Daerah

00072.Or01025

00062.Ot01025

111098432T

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program /.Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Kinerja Dan Kera Pendanaan

E :\BAP PED A\RANWAL 202 s\Lo m piro n Ro nkh i r 202 5.xlsx
hal 2 dari 11



lnstalasi

Jumlah Paket Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

1 Paket 10.218.892,00

00032.0601025

00012.0601025

409.77s.822,OOtol%Persentase fasilitasi dan koordinasi
bagian umum yang dilaksanakan
perangkat daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah2.0601025

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

150 Orang 76.287.950,OO Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Bim n Teknis Peraturan Perunda

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis lmplementasi
Peraturan Perundang-Undangan

150 Orang 91.214.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

00112.O501025

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanean00102.0501025

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian 100% 200.801.950,00
daerah

Pakaian Dinas beserta Atribut Kele

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

60 Paket Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

00022.O501025

2.O501025

Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Persentase dokumen administrasi
Barang Milik Daerah pada perangkat

tog% 10.831.000,00

h

Penatausahaan Bara Milik Daerah SKPD

lah Laporan Penatausahaan Barang 2 Laporan 10.831.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMMilik Daerah pada SKPD

00062.O301025

2.O301-025
t71098432T

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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umlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 3.872.400,OO Kab. Nganjuk,.Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUMDisediakan

n Bahan k Kantor

Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket 121.095.440,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMng Disediakan

Cetakan dan n

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket 742.OOO,O0 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang

Disediakan

3 Dokumen Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Fasi litasi n Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan

Tamu
10 Laporan 14.354.240,OO Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

nRa Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 35 Laporan 187.264.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANAALOKASI UMUMKoordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Dinamis SKPD

h Dokumen Penatausahaan Arsip 200 Dokumen 26.370.950,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMDinamis pada SKPD

Dukun Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD

h Dokumen Dukungan Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMPelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

2 Dokumen 8.457.900,00

00112.0601025

00102.0601025

00092.0601025

00082.0601025

00062.0601025

000s2.0601025

00042.0601025

1,L1098432t
Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Cana ran Kincria Dan Kera Pendanaan
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506.098.550,00

00022.O901025

IOO o/oPersentase BMD pada SKPD yang

dipelihara

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

2.O901025

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

36 Laporan 240.000.000,00 ua Kota/Kab,

ua Kecamatan,

ua Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Jasa n Umum Kantor

umlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 193.100.000,00 Kab. Nganju( Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUMPelayanan Umum Kantor yang

Disediakan

00042.0801025

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik00022.O801025

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Persentase Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang tersedia

o/o .46s.000,00

Jasa Surat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

3 Laporan Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

00012.O801025

2.O801025

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Barang Milik Daerah SKPD

yang diadakan

\oo% 313.7r0.773,O0

n

Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 27.974.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Peralatan dan Mesin Lain

lah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit 28s.796.773,OO Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMLainnya yang Disediakan

00062.O701025

00052.O701025

2.O701025
17l-098432I

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Persentase dokumen anggaran daerah
(APBD dan P. APBD) yang disusun tepat

t00% 1.984.440.O44,00
Daerah

Koordinasi dan nan KUA dan PPAS

umlah Dokumen KUA dan PPAS yang 2 Dokumen 730,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMDisusun

Koordinasi dan dan Perubahan PPAS

umlah Dokumen Perubahan KUA dan Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

nan Perubahan

Perubahan PPAS yang Disusun

2 Dokumen 999.865,00

00072.Or02025

00022.OL02025

00012.O102025

2.Ot02025

435.585.152.830,00100%Persentase kepatuhan OPD dalam
penyusunan dokumen keuangan daerah
sesuai standar

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

020257

Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10.788.500,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM
DANAALOKASI UMUM

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

10 Unit 1-07.810.050,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

Pemeli litasi Kantor dan Ba nan Lai

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 227.676.000,00 Kab. Nganju( Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

00092.O901025

00062.0901025

Pemeliharaan Mebel000s2.O901025

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

159.824.000,0019 UnitJumlah Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

1110984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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00052.0202025

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

78.810.200,0092 DokumenJumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Perimbangan dan

Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Fasilitasi, Sin dan Evaluasi lolaan Dana Peri dan Dana Transfer Lain000s2.O202025

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

122.579.000,00208 DokumenJumlah Dokumen Hasil Pengendalian

dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Pe Pelaksanaan Pe lian dan Penerbitan ran Kas dan SPD00032.O202025

DANA TRANSFER UMUM
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

354.697.000,009000 DokumenJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi dan Kas Daerah00012.O202025

762.239.200,O0IOO o/oProsentase OPD yang mendapatkan
pembinaan pengelolaan keuangan

daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

2.O202025

Pembinaan Perencanaan Daerah Pemerintah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Penganggaran Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota

208 Orang 99.999.650,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

00132.Or02025

lah Peraturan Daerah tentang APBD 2 Dokumen 469.999.897,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMPeraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD

Koordinasi dan nan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan la Daerah tenta Perubahan APBD

mlah Peraturan Daerah tentang 5 Dokumen s14.999.901,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMPerubahan APBD dan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Perubahan

APBD

00082.O102025

TI10984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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Koordinasi dan an Peraturan Daerah tenta n Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran000s2.O302025

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

96.300.000,004 LaporanJumlah Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

Koordinasi an Perta awaban Pelaksanaan APBD Triwulanan dan Semesteran00032.0302025

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

81.0s0.000,0011 DokumenJumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
Verifi kasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,

Pendapatan-LO, dan Beban

Rekonsiliasi dan Verifi kasi Eku n, Belan Pem dan Beban00022.O302025

838.850.000,00too%Persentase dokumen
pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang disusun

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

2.O302025

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

135.520.000,005 Dokumenmlah Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan

Pertanggu ngiawaba n Su b Kegiata n

Petu k Teknis Administrasi Berkaitan n Penerimaan dan Pe Kas serta Penatausahaan dan awaban Sub00102.O202025

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

21.659.000,00550 Dokumenmlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas

SP2D dengan lnstansi Terkait

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan ran Kas serta dan n atas SP2D n lnstansi Terkait00092.0202025

DANATRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

37.874.000,001 DokumenJumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Pelaksanaan Kerja Sama dan

Pemantauan Transaksi Non Tunai

dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank

IL10984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah
.585,00

Terlaksananya penyaluran dana

kewenangan pengelolaan keuangan

daerah

LOO "/o

Analisis Perencanaan dan ran Bantuan

Jumlah Laporan Hasil Analisis

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan

6 Laporan 382.296.560.185,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Dana Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 4 Laporan 25.017.000.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM.
DANAALOKASI UMUMDarurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Dana Hasil Kabu

bagi Hasil Kabupaten/Kota
2 Laporan 24.692.987.400,00

o0102.0402025

00092.O402025

00082.O402025

2.O402025

umlah Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 604.100.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMng Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkroni dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan n Daerah
Iah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 Dokumen 22.500.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMnkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah

Pembinaan dan

mlah Orang yang Mengikuti 150 Orang Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANAALOKASI UMUMPembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

0011.2.O302025

00072.O302025

1110984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Canaian Kinprie Dan Kera Pendanaan

E :\BAP P E DA\RANWAL 202 5\La m pi ro n Ro n kh i r 2025.xlsx
hal 9 dari 11



I nventarisasi Milik Daerah00062.01035

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

s00.000.000,0052 Laporanumlah Laporan Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah000s2.OL03025

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

100.000.000,001 DokumenKebijakan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah00042.Ot03025

DANA TRANSFER UMUM.
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

50.000.000,0052 Dokumenmlah Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah

n Perencanaan Kebutuhan Ba Milik Daerah00032.Or03025

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

2s0.000.000,0052 Dokumenmlah Standar Harga yang Disusun

Penyusunan Standar Harga00012.Or03025

2.10s.000.000,00].00%Terlaksananya penyusunan dokumen
pengelolaan barang milik daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah2.O103025

2.105.000.000,001OO o/oPersentase OPD yang menerapkan

pengelolaan BMD sesuai standar

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

030253

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

94.076.000,001.00 OrangJumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Sistem lnformasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Sistem lnformasi Pemerintah Daerah Bida n Daerah Pemerintah00032.0502025

94.076.000,00LOO "/oPersentase peserta yang mendapatkan

pembinaan implementasi SIPD

Pengelolaan Data dan lmplementasi Sistem

lnformasi Pemerintah Daerah Lingkup

Keuangan Daerah

2.0502025
tt10984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
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M5.143.449.925,OOJUMLAH

umlah Laporan Hasil lnventarisasi (LHl) 52 Laporan 125.000.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMBarang Milik Daerah

manan Milik Daerah

lah Laporan Hasil Pengamanan 4 Laporan 575.000.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANATRANSFER UMUM.
Barang Milik Daerah DANA ALOKASI UMUM

Penilaian Milik Daerah

mlah Laporan Hasil Penilaian Barang 30 Laporan 155.000.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUMMilik Daerah dan Hasil Koordinasi

Penilaian Barang Milik Daerah

aan, Pemanfaata Pemindahta Pemusna dan usan Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi

Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

26 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Nganjuk, Semua

Kecamatan, Semua

Kel/Desa

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

00102.0L03025

00082.OL03025

00072.0r03025

tI10984321

Sumber DanaLokasiPagu lndikatif (Rp)Target 2025

lndikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

KodeNo
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

"/

<l

PIt. KEPALA BPKAD
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK

Pembina Utama Muda
NIP. 19684051r 199202 2 001
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